TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2021, tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan gtandar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang

| Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Tentang  Penjabaran Pertanggungjawaban  Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

| Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan paerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019
: Centang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bukittinggi  Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota

Haerah Kota Bukittinggli Nomor 16);

1(). Peraturatl Daerah Kota Bukittjnggi Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
&
Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Le
mbaran Daergh K
Ota
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MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN WAILIKCTTA TN A0, (g 7 By AR
‘PERTANGGUNGIAWAFAN VEA ML LA AIE IO 13 P08

PENDAPATAN DAN BELANIA TIAER AN TAII N LB L f 50 B8 211205

Pasal )
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 ter&in) stas -
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Bp BA BT AL SN fit
b. Dana Perimbangan RpSA05 S5 155 310 0
c. Lain-lain Pendapatan yang
Sah EplO1 627 098 1% /7
Jumlah Pendapatan Mok D22 NG SN2
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan Sosial Ep

4) Belanja Bantuan
Keuangan Rp TO6 OS5 790,00

5) Belanja Tidak Terduga  Ep 31.485489.291.%0
Jumlah Belanja Tidak Langsung Fp355.265 858 354 07

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang.Jasa

3) Belanja Modal

Rp284. 95T 6584 855,57
Rp 37.699.077 147 00
417 .550). 000 00

Rp 35.993.085611,00
Rpl 56 083 Y78 AN, 56
Rp249.217.613.215,53

Jumlah Belanja Langsung KpA41.294 677.935.90
Jumlah Belanja Ep79%6 660 556 289,97
Surplus/(Defisit) (Rpl0O7.437 616.683,35)
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3. Pembiayvaan

a. Penenmaan Rp?ﬁﬁ.&?lﬁd?.ﬂ 18,43

b. Pengeluaran
Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto
Rp206,823.642.918,43

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan
Rp 99.386.026.235.08

Pasal 2

dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar

Peraturan Walikota ini.
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittungg.

Ditetapkan di Bukittingggi
pada tanggal © Ay«NC 2021

WALIKQTA BUKITTINGGI,

ﬂiundangkan di Bukittinggi
Pada tanggal G Agustvs 2021

Fj, SEHHETARIS DAERAH TA HUH“VI'ING{.“:

AL HADI

BERITA BAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR ..94....
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